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PUTUSAN
Nomor 6024/Pdt.G/2024/PA.Badg

PR 1P R
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Januari 1990
(umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTP, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi
Jawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 April 1995
(umur 29 tahun), agama lIslam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di - Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor
6024/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:
1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan
pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota.
Bandung pada tanggal 06 Januari 2012 M (bertepatan 12 Shafar 2012),
tercatat dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang diterbitkan
oleh KUA X tertanggal 06 Januari 2012;
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2 Bahwa setelah menikah hubungan Pemohon dengan Termohon

sempat harmonis saat tinggal di - Kota Bandung, Pemohon dan

Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da

dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang

bernama NAMA ANAK seorang anak laki-laki lahir di Bandung 13 Maret

2012;

3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon tidak

selamanya rukun dan harmonis layaknya suatu rumah tangga yang baik,

karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah
sejak Bulan Januari 2015 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

4 Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena:
4.1 Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama
dengan alasan bekerja nhamun sampai di ajukannya permohonan
cerai ini, Termohon tidak kunjung pulang
4.2 Bahwa Termohon tidak patut dan tidak taat terhadap
Pemohon

5 Bahwa puncaknya pada Tahun 2017 dimana antara Pemohon

dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan

sulit untuk didamaikan. Sehingga mengakibatkan rumah tangga antara

Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi

karena telah berpisah tempat tinggal selama delapan (8) tahun.

6 Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon

sudah berupaya upaya mempertahankan ikatan perkawinan, namun

usaha tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Pemohon sudah
tidak sanggup lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

7 Bahwa oleh karena itu, telah menimbulkan mudlorot karena

Termohon melakukan kekejaman yang membahayakan fisik, berzina,

pemabuk dan pemadat sehingga Pemohon tidak sanggup hidup

bersama dan memilih berpisah rumah, rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi
ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi
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sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan
hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Yang Mulia Majelis
Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Raj’i dari Pemohon (PEMOHON)
terhadap Temoho (TERMOHON) dihadapan ruang sidang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang
seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal
kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara
relaas panggilan tanggal 18 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar
Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak
mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXX tertanggal 06 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);;
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Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi
yaitu:

1. SAKSI I, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah
dikaruniai seorang anak.

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon meninggalkan kediaman
bersama dengan alasan bekerja namun sampai di ajukannya
permohonan cerai ini, Termohon tidak kunjung pulang, Termohon
tidak patut dan tidak taat terhadap Pemohon;

- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi
tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

2. SAKSI II, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah

dikaruniai seorang anak.
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015
sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya Termohon meninggalkan kediaman bersama
dengan alasan bekerja namun sampai di ajukannya permohonan
cerai ini, Termohon tidak kunjung pulang, Termohon tidak patut dan
tidak taat terhadap Pemohon;

- Bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, antara Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah
berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan
Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi
tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya
telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya
dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
berusaha maksimal menasihati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali
membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung, dan
Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.) yang telah
memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan
hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang
sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan
permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
dengan alasan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mencapai puncaknya pada sejak tahun 2017 sehingga tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena
Termohon meninggalkan kediaman bersama dengan alasan bekerja namun
sampai di ajukannya permohonan cerai ini, Termohon tidak kunjung pulang,
Termohon tidak patut dan tidak taat terhadap Pemohon, sehingga sejak 8 tahun
yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan
dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sabh;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis;
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- Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangganya tersebut

sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon meninggalkan kediaman

bersama dengan alasan bekerja namun sampai di ajukannya

permohonan cerai ini, Termohon tidak kunjung pulang, Termohon tidak
patut dan tidak taat terhadap Pemohon;

- Bahwa sejak 8 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat
tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha
menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat
merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung
sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa
apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan
kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah
dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci
(mitsagan gholidzon/ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk
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memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak,
sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak
telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi
penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon,
yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa
perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa,
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan
dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga
yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang
demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh
karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi
keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah
dalam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 227, sebagai berikut:

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk
menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin
untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
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Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan
Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H.
Syarip Hidayat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan
Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Sulami, S.H.l. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Tuti Gantini
Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti
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Dewi Sulami, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses . Rp. 100.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp. 150.000,00
4. Panggilan Termohon : Rp. 150.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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